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Kata Kunci: Abstrak

Implementasi; Tujuan penelitian ini adalah pertama Mendeskripsikan dan menganalisis
Perpres; APBD. | Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Kedua, Mendeskripsikan dan
menganalisis faktor Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung
Implementasi Peraturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Kabupaten
Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe
penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil
penelitian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk berjalan cukup baik.

Keywords: : Abstract
Implementation, | The aim of this research is first to describe and analyze the implementation
APBD of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2020.

Second, describe and analyze what factors hinder and support the
implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia
Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards for Planning
and Implementation of Regional Revenue and Expenditure Budgets in
Nganjuk Regency. This research uses qualitative research. This type of
qualitative research uses descriptive analysis methods. The results of
research on the implementation of Presidential Regulation of the Republic of
Indonesia Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards for
Planning and Implementation of Regional Revenue and Expenditure
Budgets in Nganjuk Regency are going quite well

PENDAHULUAN
Secara umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 bertujuan untuk
menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan transparan dalam penetapan harga-harga

di tingkat regional, sehingga tidak ada lagi gap/jarak pembangunan antar pemerintah
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pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten

Nganjuk masih ditemui kendala-kendala yaitu :

a. Standar Harga yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun

2020;

b. Sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020 namun angka

yang terlalu besar atau kecil;

c. Adanya kepentingan politik yang masih membayangi dalam penyusunan standar

satuan harga.
METODE PENELITIAN
Studi ini menerapkan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk

mengungkap fenomena secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui

pengumpulan data dari lingkungan yang alami sebagai sumber utama menggunakan alat

penelitian itu sendiri. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya,

penulis memilih narasumber penelitian dengan mempertimbangkan bahwa mereka dapat

memberikan informasi yang relevan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai

BPKAD Kabupaten Nganjuk. Data utama didapat melalui wawancara, pengamatan, dan

dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis terkait dengan

topik penelitian. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Hubberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Matriks Hasil Penelitian

Permasalahan Fokus Data Hasil Wawancara Temuan Peneliti

1. Implementasi | Komunikasi | _|ngikator transmisi dan indikator | POsitif : sosialisasi peraturan
Peraturan Kebijakan kejelasan ditemukan dengan | Yang baik terhadap
Presiden Republik kondisi penyampaian peraturan pemerintah daerah
Indonesia Nomor yang baik dengan kendala. if - intah d h
33 Tahun 2020 Meskipun terkadang masih Neggtl ' pemerlnta_ acra
Tentang Standar dijumpai misskomunikasi masih perlu adaptasi dengan
Satuan Harga pemelgsan perpasal yang
Regional berjenjang dan menunggu
Terhadap waktu

Perencanaan Dan | sumberday | _ g,mper Daya yang dimilii | POSitif : seluruh sumberdaya
Pelaksanaan a terpenuhi dengan baik sesuai

Anggaran
Pendapatan Dan
Belanja Daerah

mencakup sebagai berikut.

a) Sumberdaya Manusia
berjumlah 39 orang.

b) Sumberdaya Fasilitas

dengan kebutuhan.

Negatif : -
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Permasalahan Fokus Data Hasil Wawancara Temuan Peneliti

Sarana mencakup
Komputer, printer, Meja,
Kursi,..dsb. sedangkan
Prasarana adalah
Gedung dan ruangan.

¢) Sumber daya Informasi di

distribusikan belum
berjalan dengan optimal
dengan beberapa
perubahan anggaran.

d) Wewenang dimiliki
pelaksana sesuai

Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 28 Tahun 2021
tentang tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan
Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah dan
Unit Organisasi Bersifat
Khusus Kabupaten
Nganjuk
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Permasalahan Fokus Data Hasil Wawancara Temuan Peneliti
Disposisi - Pemilihan pelaksana pegawai | Positif : pelaksana bekerja
berubah  tidak  ditemukan | dengan efektif tanpa insentif
kesalahpahaman dengan | khusus.

memilih pegawai berdasarkan _
pendidikan dan kemampuannya | Negatif : -

Struktur -standar operasional prosedur | Positif : seluruh bagian
Birokrasi sesuai aturan Peraturan Presiden | berjalan sesuai  dengan

Republik Indonesia Nomor 33 pedoman SOP yang ada dan

Tahun 2020 Tentang Standar | setiap bagian terfragmentasi
Satuan Harga Regional Terhadap dengan baik.

Perencanaan Dan Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  Dan | Negatif : -
Belanja Daerah Di Kabupaten
Nganjuk

Pembahasan

Guna mengkaji penelitian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan
Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk
menggunakan teori Edward. Teori Edward untuk memperhatikan empat isu pokok agar
implementasi kebijakan menjadi efektif sebagai berikut.

a. Komunikasi
b. Sumber Daya (resource)
c. Disposisi
d. Struktur Birokrasi
Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Standar Satuan Harga Regional
Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut.
a. Perubahan Harga yang Terjadi di Tahun Pelaksanaan Anggaran
Salah satu masalah yang menyebabkan program Standar Satuan Harga

Regional tidak berjalan adalah adanya kenaikan harga pasar dalam satu
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satuan biaya yang di atur dalam perpres 33 tahu 2020. Maka dalam hal ini,
BPKAD perlu merancang anggaranb sedemikian rupa yang tidak menyalahi
acuan dalam peraturan nhamun sesuai dengan kondisi pasar agar kegiatan dan
program tetap terlaksana.

b. Salah Input Standar Satuan Harga Pada Rincian Anggaran Belanja SKPD/UKP
Salah input data satuan harga standar satuan harga pada rincian anggaran
belanja SKPD/UKPD, hal ini disebabkan kurang teliti dalam memilih standar
harga satuan yang sesuai dengan indikator capaian program anggaran
belanjanya. Hal ini juga merupakan bentuk Pengendalian Internal Yang Tidak
Dijalankan Dengan Baik oleh SKPD/UKPD. Hasil observasi peneliti Karena
masih adanya SKPD/UKPD vyang menyerahkan tugas penyusunan

anggarannya kepada pegawai non ASN.

c. Peran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam melakukan supervisi
pada rincian anggaran belanja belum optimal..
perlunya supervisi ekstra oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Setiap kesalahan yang tidak terdeteksi merupakan bentuk kesalahan supervisi
TAPD yang tidak optimal. Maka dalam hal ini perlu sinergitas petugas input
data dan juga TAPD dalam input satuan harga regional yang diterapkan sesuai
Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SSHR) dalam
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.
Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan standar satuan harga regional
berdasarkan beberapa indikator adalah sebagai berikut.

a. Responsibilitas Para Pegawai dalam mengatasi kesalahan input

Seluruh pegawai memiliki komitmen dalam menjalankan setiap pekerjaan
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termasuk dalan menjalankan standar satuan harga regional sehingga
masalah yang di hadapi dalam pengelolaan anggaran tidak berlarut sampai
mengorbankan pelayanan dan program yang bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat. Hal ini nampak pada hasil kinerja tahun 2023

yang seluruhnya mencapai target 100%

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dijelaskan pada bab

terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Impelemantasi Peraturan Presiden Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Nganjuk cukup baik, hal

tersebut berdasarkan pada :

a.

Komunikasi,

Komunikasi berjalan baik mengingat BPKAD Kabupaten Nganjuk dapat
melaksanakan dan beradaptasi dengan baik dengan adanya Perpres 33 tahun
2020. Antisipasi pelaksanaan Peraturan ini dengan Kepala daerah dapat
menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan amanat dari Perpres
tersebut.

Sumber Daya,

Sumber daya cukup baik dengan memenuhi 4 aspek sumber daya.
Sumberdaya yang memenuhi adalah sumber daya manusia, fasilitas
wewenang dan sumberdaya informasi.

Disposisi,
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Penyerahan kewenangan sudah berjalan dengan baik diberikan kepada
pegawai BPKAD Kabupaten nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi
Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.
d. Struktur Birokrasi,

seluruh bagian berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman Standar
operasional prosedur sesuai aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap
Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Di Kabupaten Nganjuk.

2 Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk
adalah :

- Responsibilitas Para Pegawai dalam mengatasi kesalahan input.

Sedangkan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap
Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di
Kabupaten Nganjuk adalah :

- Perubahan Harga yang Terjadi di Tahun Pelaksanaan Anggaran.

- Salah Input Standar Satuan Harga Pada Rincian Anggaran Belanja SKPD/UKP.
- Peran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam melakukan supervisi

pada rincian anggaran belanja belum optimal.

Saran
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1. Perlu lebih meningkatkan komunikasi terutama komunikasi dengan pihak luar
berkaitan dengan adanya kajian pangsa pasar secara mendalam agar satuan
harga yang berubah tidak mempengaruhi terselengaranya program dan kegiatan
BPKAD Kabupaten Nganjuk.

2. Perlu adanya peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber daya terutama
sumber daya manusia dengan pelatihan untuk konsistensi dan kecermatan
pegawai dalam mengerjakan setiap input satuan harga dalam sistem informasi.

3. Perlu adanya peningkatan Struktur Birokasi dimana struktur ini adalah peran

TAPD agar melakukan supervisi rincian anggaran secara mendalam.
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